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ABSTRAK

Masalah tindak pidana korupsi adalah masalah yang sangat dihenci oleh masyarakat 
Indonesia, sehingga korupsi mendapat sorotan dari berbagai pihak dan mendapat 
prioritas utama untuk diberantas. Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi diatur 
dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 dimana pada Pasal 18 ayat (1) mengatur 
tentang perampasan aset. Perampasan aset ini bertujuan untuk memberikan efek jera 
para pelaku kejahatan korupsi, sehingga hartanya akan berkurang karena telah 
dirampas negara untuk pengembalian kerugian negara. Permasalahan yang diangkat 
dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan perampasan aset untuk 
mengembalikan kerugian Negara di kota Palembang dan bagaimana cara 
menentukan lamanya pidana penjara pengganti bagi terpidana yang tidak dapat 
membayar uang pengganti. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 
pendekatan empiris, yaitu bentuk penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil 
langsung bahan di lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dibantu 
dengan data sekunder. Kejaksaan di Palembang tidak pernah melakukan secara 
murni perampasan aset sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 
1999 yang menunggu perampasan setelah putusan pengadilan, jaksa memfokuskan 
pada penyitaan sewaktu dalam proses penyidikan setelah itu jika menurut hakim 
hartanya dirampas untuk Negara maka barang yang disita tadi langsung dilelang 
jaksa untuk mengembalikan kerugian negara. Mengenai lamanya pidana penjara 
pengganti, Undang-Undang 31 tahun 1999 tidak mengatur secara jelas mengenai 
lamanya pidana penjara pengganti bagi terpidana yang tidak dapat membayar uang 
pengganti, hanya mengatur bahwa lamanya pidana penjara pengganti tidak boleh 
melebihi ancaman hukuman pokoknya.

Kata kunci: Perampasan Aset, Kerugian Negara, Undang-Undang 31 Tahun 1999
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BABI
>•

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan 

ketentuan pidana menurut undang-undang yang mengatur sebelumnya, disebut juga 

dengan asas legalitas. Ciri utama hukum pidana di Indonesia adalah asas legalitas. 

Banyaknya kejahatan yang timbul di era modem ini membuat negara membentuk 

suatu undang-undang khusus mengenai perbuatan tersebut karena apabila tidak ada, 

maka kejahatan tersebut tidak dapat diatasi atau dipidana karena tidak ada undang- 

undang yang mengaturnya. Demi memerangi kejahatan maka diperlukan suatu aturan 

atau norma yang kokoh mengatur dan menanggulangi kejahatan, salah satunya

kejahatan tindak pidana korupsi.

Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/ politisi maupun

pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau

memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan 

publik yang dipercayakan kepada mereka.2 Dari sudut pandang hukum, tindak pidana 

korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2011, hlm.123

2 http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi di akses pada tanggal 20 Juni 2012, pukul 20.00 Wib
1

http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi
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a. perbuatan melawan hukum;

b. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;

c. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;

d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;3

Korupsi semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik 

maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi dan sebagainya, karena telah 

menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia.4 Tindak pidana korupsi tidak dapat 

lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa.5 

Masalah korupsi sebenarnya bukan masalah baru di Indonesia, korupsi ini sudah ada 

sejak lama dan menjadi budaya di Indonesia. Salah satu bukti yang menunjukkan 

bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan 

adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada

penguasa setempat.

Korupsi di Indonesia sudah dikenal sejak zaman VOC. Pemberantasan 

korupsi telah lama dilakukan dengan berbagai upaya untuk memberantasnya telah 

ditempuh dengan perubahan perundang-undangan di bidang korupsi. Sejarah 

penanggulangan korupsi di Indonesia, dapat dilihat dari ketentuan peraturan 

perundang-undangan antara lain:

3 Ibid
4 chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan dan Penegakan 

Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 1
Penjelasan Umum UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.
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1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang- 

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Korupsi.

8. Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor

Para pelaku kejahatan ini biasanya kalangan kelas elite, orang yang memiliki 

wewenang atau kekuasaan, sehingga korupsi ini merupakan kejahatan kerah putih 

yang sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Pengertian keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang 

dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa

3.
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hak danbarang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan 

kewajiban tersebut” 6

Dengan demikian pengertian keuangan negara diatas meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain

berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat 

dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan 

negara/perusahaan negara;

2. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka

penyelenggaran tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum;

3. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang

diberikan pemerintah.

Sementara apa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah

kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas 

kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada 

kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, 

kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.7

6 Lihat Undang-undang No 17 tahun 2003 dituangkan dalam Bab I Ketentuan Umum,

7 Lihat Penjelasan UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Uu No. 20 tahun 2001 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal langka 1
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=
Umumnya, korupsi dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban 

dan keuntungan secara timbal balik.8 Masalah tindak pidana korupsi adalah masalah 

yang sangat dibenci oleh seluruh masyarakat Internasional termasuk masyarakat 

Indonesia, sehingga sejak reformasi digulirkan di Indonesia hal ini mendapat sorotan 

dari berbagai pihak atau dapat dikatakan bahwa masalah korupsi mendapat prioritas 

utama untuk diberantas.

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi telah diatur dalam ketentuan 

hukum positif Indonesia sebagai hukum yang telah ditetapkan dan berlaku secara 

mengikat (Jus constitutum) yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang 

kemudian diperbaharui melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tindak Pidana 

Korupsi), Undang-undang ini mengatur tentang bagaimana pemberantasan korupsi di 

Indonesia, dalam Undang-Undang ini terdapat pengaturan mengenai sanksi pidana 

penjara dan pidana denda, Di samping itu mengatur juga mengenai perampasan aset 

dan pidana uang pengganti untuk mengembalikan kerugian negara yang telah di 

ambil oleh para koruptor.

Tujuan pengenaan sanski pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah:

a. Mengembalikan uang negara yang timbul dari kerugian negara akibat dari 

tindak pidana korupsi tersebut

b. Memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi

8 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.15
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c. Menjadikan langkah pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga mampu

menangkal.9

Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak 

Pidana Korupsi 31 tahun 1999 mengenai perampasan aset bagi terpidana korupsi 

untuk mengembalikan kerugian negara, selain itu terdapat dalam ayat (1) huruf b 

yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak dengan harta benda yang 

diperoleh dari korupsi yang kemudian dipertegas agar hartanya dirampas dalam Pasal 

18 ayat (2) “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana yang 

dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama 1 bulan sesudah putusan hakim yang 

berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita/ dirampas untuk 

kemudian dilelang untuk menutupi kerugian Negara dari korupsi tersebut. Tindakan 

untuk merampas harta kekayaan (aset) yang diduga merupakan hasil dari suatu 

kejahatan atau tindak pidana merupakan langkah antisipasif dalam menyelamatkan 

dan atau mencegah larinya harta kekayaan. Apabila telah terjadi suatu tindak pidana 

atau kejahatan maka dalam hal ini para aparat penegak hukum harus berpikir tidak 

hanya bagaimana mempidanakan pelakunya ke penjara akan tetapi harus pula 

memikirkan dan mempertimbangkan apakah ada harta hasil tindak pidana dari 

perbuatan pelaku tersebut dan apabila memang terindikasi adanya harta hasil tindak 

pidana maka patut dipikirkan dasar hukum dan langkah apa saja yang harus diambil 

untuk memulihkan kembali harta hasil tindak pidana tersebut

9 Ibid, hlm.157
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Aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis. 

Dalam hal ini tidak semua aset yang dirampas, melainkan mempunyai kriteria yaitu:

a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian 

diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak 

pidana atau untuk mempersiapkannya.

c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak 

pidana;

d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung 

dengan tindak pidana yang dilakukan

f. benda yang diduga diperoleh atau berasal dari kegiatan tidak sah atau 

memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

g. benda yang merupakan barang temuan.11

Dasar tuntutan perampasan aset tersebut didasarkan pada adanya kerugian 

yang ditimbulkan atas tindak pidana korupsi tersebut berdasarkan atas penyidikan 

yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam bentuk audit investigasi keuangan negara 

yang dirugikan akibat terjadi tindak pidana korupsi oleh pelaku, selama ini jaksa

10 Lihat Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset No.14 tahun 2008
11 Ibid
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banyak dibantu ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau ahli 

lain yang ditunjuk.

Perampasan ini bertujuan untuk memberikan efek jera para pelaku kejahatan 

ini, sehingga ia tidak memiliki lagi harta kekayaan ataupun hartanya akan berkurang 

karena telah dirampas negara selain itu juga dapat memberikan pengembalian uang 

Negara yang telah dikorupsi/ diambil oleh pelaku korupsi. Langkah ini termasuk 

langkah yang efisien karena para pelaku tidak hanya mendapatkan hukuman badan 

atau hukuman penjara tetapi juga dikenakan perampasan secara paksa aset ataupun 

harta kekayaan milik pelaku korupsi.

Perampasan aset adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara 

korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas 

aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian 

proses dan mekanisme, baik secara pidana dan perdata sehingga dapat 

mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana 

korupsi.12

Hakikat pengembalian aset sebagai salah satu kebajikan sosial, menurut teori 

keadilan sosial, tidak ditujukan kepada kesejahteraan individu, tetapi kesejahteraan 

masyarakat sebagai keseluruhan atau kebaikan kesejahteraan umum.13

12 Purwaming M.Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, P.T. Alumni,Bandung,2007,

13 Jbid hlm. 67
hlm. 104
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Dengan banyaknya penerbitan peraturan perundangan yang terkait dengan 

pemberantasan korupsi tersebut, tidak seketika membuat para koruptor menjadi takut 

untuk melakukan tindak pidana korupsi, tapi yang paling penting adalah bagaimana 

penerapan kesemua peraturan tersebut dalam menanggulangi tindak pidana korupsi 

yang ada di Indonesia. Penegakan hukum pidana tidak selesai hanya pada pengaturan 

dalam suatu undang-undang, tetapi juga harus diterapkan dan dilaksanakan dalam 

masyarakat.

Akan tetapi banyaknya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah 

ternyata tidak mampu memerangi korupsi. Bicara mengenai Pemberantasan Korupsi, 

berarti melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukum sendiri

2. Faktor penegakan hukum

3. Faktor sarana dan fasilitas

4. Faktor masyarakat

5. Faktor kebudayaan14

Sebenarnya sudah cukup banyak aturan perundang-undangan 

semangatnya memiskinkan koruptor dan mengoptimalkan pengembalian uang negara. 

Namun, implementasinya di lapangan tidak efektif, meski di sejumlah kasus sudah 

diterapkan, terutama faktor yang paling pokok yang menyebabkan Indonesia belum

yang

14 Soeijono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers 
Jakarta, 1983.hlm 5. ’
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mengoptimalkan penegakan hukum dalam memerangi korupsi adalah faktor 

sosok penegak hukumnya sendiri.15 Dicontohkan, terhadap terpidana kasus mafia 

pajak Gayus Tambunan, Gayus disebut jaksa telah menerima suap senilai Rp 925 juta 

dari Roberto Santorius. Dia juga dinyatakan menerima uang senilai US$ 35 juta atau 

Rp 35 miliar dari Alif Kuncoro. Suap itu diberikan kepada Gayus untuk 

mengurus pajak tiga perusahaan Grup Bakrie, yaitu PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi 

Resources, dan PT Arutmin. Gayus Tambunan dijatuhui hukuman penjara selama 12 

tahun dan denda Rp 500.000.000,- dalam persidangan digunakan perampasan aset 

dan hasilnya seluruh harta terpidana kasus pajak itu disita ditambah penyitaan 

hartanya berupa yang berupa mobil Honda Jazz, Ford Everest, rumah di Gading Park 

View, Kelapa Gading Jakarta Utara dan 31 batang emas seberat 3,1 kg dan uang 

sejumlah 74 miliar yang telah disita sebelumnya.16 Selain itu terdapat juga pengaturan 

mengenai perampasan aset di Sumatera Selatan yaitu kasus Johan Bakri (37), mantan 

Kepala Desa (Kades) Remayu Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas 

(Mura), Sumatera Selatan, divonis hukuman satu tahun penjara pada sidang di 

Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, Senin (12/9/2011).

Johan Bakri terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp 10 juta. 

Selain itu, terdakwa juga membayar uang pengganti sebesar Rp 7.250.00017 jika tidak

mampu

setara

15 Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 90
I6http.7/www.tribunnews.com/2010/06/01/polri-klaim-telah-cek-kerugian-negara-dalam-

kasus-gayus di akses pada tanggal 19 Juli 2012, pukul 10.00 Wib
17 http://www.tribunnews.com/2011/09/12/korupsi-mantan-kades-divonis-setahun di 

pada tanggal 19 Juli 2012, pukul 11.00 Wib akses

http://www.tribunnews.com/2010/06/01/polri-klaim-telah-cek-kerugian-negara-dalam-
http://www.tribunnews.com/2011/09/12/korupsi-mantan-kades-divonis-setahun
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dapat membayar uang pengganti selama waktu yang di tetapkan maka akan dilakukan 

perampasan terhadap aset nya. Selain itu, Mantan anggota Komisi IV DPR Sarjan 

Tahir dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider empat 

bulan kurungan. Sarjan dinyatakan terbukti menerima uang sebesar Rp 360 juta 

terkait rekomendasi alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang menjadi Pelabuhan 

Tanjung Apiapi, Banyuasin, Sumatera Selatan.

Sarjan terbukti melakukan korupsi seperti dakwaan pertama subsider yakni

melanggar Pasal (12) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 j o Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Yakni menerima uang sebesar Rp 5 miliar dalam rekomendasi alih fungsi hutan 

Banyuasin serta terbukti melanggar dakwaan kedua yakni Pasal 11 UU Nomor 31 

Tahun 1999 yakni menerima Rp 170 juta yang juga terkait alih fungsi hutan di 

Banyuasin. Pada Kasus ini Hakim tidak memberikan pidana tambahan berupa uang 

pengganti ataupun pidana perampasan aset, hakim hanya memberikan pidana pokok 

yaitu berupa penjara dan denda saja, sehingga disini kerugian negara akibat tindak 

pidana korupsi tersebut tidak ada, hal inilah yang perlu diatur dalam Undang-Undang 

-yang menjadikan Upaya perampasan aset menjadi pidana pokok untuk 

mengembalikan kerugian negara.

Pada kasus-kasus kebanyakan di Indonesia apalagi yang berhubungan dengan 

kasus pejabat Negara ataupun daerah, hakim jarang memberikan pidana tambahan 

berupa perampasan aset dan harta kekayaannya. Disamping itu juga lambatnya

18 kompas.com/read/2009/01/28/17080326/saijan.tahir.divonis.45 .tahun di
tanggal 19 Juli 2012, Pukul 11.30 Wib akses pada



12

kinerja para penegak hukum terhadap eksekusi dari putusan terhadap perampasan aset 

dan harta kekayaan mengakibatkan ketidakseimbangan antara undang-undang yang 

menginginkan untuk memerangi korupsi dengan profesionalitas para penegak hukum 

yang belum memadai untuk mencari keadilan sehingga para koruptor tidak pernah 

berhenti dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut untuk itu perlu dilakukan 

perampasan aset, bila perlu perampasan aset tersebut menjadi pidana pokok dalam 

undang-undang untuk dapat membuat efek jera dan memiskinkan koruptor.

Hal tersebut menarik dianalisa melalui sebuah karya ilmiah tentang 

bagaimana mekanisme perampasan aset terpidana korupsi dan bagaimana 

penerapannya di dalam praktek peradilan untuk memerangi tindak pidana korupsi dan 

juga salah satu upaya pengembalian kerugian negara. Atas keinginan tersebut maka 

penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi yang diberi judul “Pelaksanaa 

Perampasan Aset Terpidana Korupsi Untuk Mengembalikan Kerugian Negara 

(Studi Kasus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang)”.

B. Rumusan Masalah

Semakin berkembangnya kejahatan korupsi maka diperlukannya upaya yang 

cukup efektif untuk memberantas tindak pidana tersebut, karena korupsi adalah 

kejahatan yang sangat besar, yang merugikan keuangan negara. Salah satunya dengan 

perampasan aset dan harta kekayaan terpidana korupsi, namun senyatanya pengaturan 

khusus mengenai perampasan ini belum ada dan perampasan ini belum menjadi
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pidana pokok sehingga para pejabat ataupun pegawai instasi negara tidak takut untuk 

melakukan korupsi.

Dari Uraian diatas maka dapat diambil rumusan masalah:

1. Bagaimanakah Penerapan sanksi perampasan aset terpidana korupsi studi kasus 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang?

2. Bagaimana cara menentukan lamanya pidana penjara pengganti dari terpidana 

yang tidak dapat membayar uang pengganti?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Sehubungan dengan keterbatasan disiplin ilmu dan kemampuan serta

pengalaman penulis maka agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul,

Ruang Lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada masalah praktik perampasan aset 

terpidana korupsi di pengadilan tindak pidana korupsi Kias IA Palembang untuk 

mengembalikan kerugian negara.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan sebuah penelitian adalah untuk memecahkan masalah dan menemukan 

jawaban atau suatu pernyataan. Tujuan penelitian dirumuskan secara deklaratif dan 

merupakan pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi perampasan aset terpidana korupsi studi kasus Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi Palembang.
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2. Mengetahui cara menentukan lamanya pidana penjara pengganti dari terpidana 

yang tidak dapat membayar uang pengganti kerugian dari tindak pidana korupsi.

E. Manfaat Penelitian

Berhasil atau tidaknya suatu penelitian yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

penelitian tidak hanya berlandaskan pada metodologinya saja melainkan dapat dinilai 

dari manfaat penelitian itu. Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian

itu adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi 

pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai perampasan aset terpidana 

korupsi untuk mengembalikan kerugian negara dan juga mengenai penerapan sanksi 

perampasan aset bagi terpidana korupsi untuk pengembalian kerugian negara dan 

juga tulisan ini dapat menjadi bahan bacaan bagi masyarakat ataupun mahasiswa 

khususnya mahasiswa hukum.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan masukan bagi 

aparat penegak hukum dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

perampasan aset terpidana korupsi untuk pengembalian kerugian negara dan juga 

mengenai penerapan sanksi perampasan terpidana korupsi untuk pengembalian 

kerugian negara.
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F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, maka penelitian ini merupakan penelitian 

Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Yuridis empiris, menurut Soeijono 

Soekanto dan Sri Mahmudji dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum 

Normatif’ yang dimaksud dengan penelitian hukum Empiris yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan cara mengambil langsung bahan di lapangan.19

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan di dalam penelitian ini sendiri dari data primer 

dan data sekunder. Data Primer, data yang diperoleh secara langsung dari 

penelitian di lapangan melalui wawancara kepada informan, yaitu jaksa-jaksa 

yang bekerja di kejaksaan negeri Palembang dan hakim-hakim di pengadilan 

tindak pidana korupsi di palembang. Dan data sekunder, data yang diperoleh

melaui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur, peraturan 

perundang-undangan, laporan, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan 

permasalahan dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat,20 dimana dalam 

penelitian ini terdiri dari KUHP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, United Nations Convention Againts Corruption (yang

19 Soeijono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif.\ Rajawali Pers, Jakarta,
200l.hlm.13.

20 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, hlm.31
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diratifikasi dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2006), Undang-Undang 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, RUU Perampasan aset No.14 tahun 2008 

dan Yurisprudensi

- Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer,21 antara lain: Asas-asas hukum, teori-teori 

hukum

- Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,22 seperti kamus, 

koran, ensiklopedia, internet dan majalah

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Penelitian lapangan

Untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan menggunakan 

wawancara. Wawancara dilakukan secara struktur dan mendalam dalam

wawancara ini digunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan 

terlebih dahulu dan wawancara dilakukan secara langsung kepada

informan.

b. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan melalui penelusuran dan 

analisa terhadap sumber-sumber bahan hukum dan keterangan lain

21 Ibid hlm.32
22 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 2004,

hal 89.
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yang telah dibukukan, termasuk putusan-putusan hakim di pengadilan 

tindak pidana korupsi Palembang

4. Populasi

• Populasi dalam penelitian ini adalah para hakim di pengadilan tindak 

pidana korupsi Palembang dan jaksa di kejaksaan tinggi Sumatera Selatan

• Informan dalam penelitian ini adalah hakim yang bekerja di pengadilan 

tindak pidana korupsi Palembang yang diwakili 2 orang untuk wawancara 

dan jaksa yang bekerja di kejaksaan tinggi Sumatera Selatan yang pernah 

menangani kasus perampasan aset yang diwakili oleh 2 orang jaksa.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh di dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Setelah data dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data akan 

diproses melalui pengolahan dan analisis data. Untuk data primer dalam 

penelitian ini pengolahan datanya melalui kegiatan editing. Editing yaitu meliputi 

pemeriksaan kembali mengenai kelengkapan informasi yang diterima berupa 

jawaban dari para informan, kejelasan informasi, serta menyesuaikan antara 

jawaban yang satu dengan jawaban yang lain sehingga mempermudah untuk 

menganalisisnya.

Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan analisis data 

kualitatif yaitu menganalisis data yang berupa keterangan-keteranagan dan 

bahan-bahan tertulis, kemudian pembahasan dan penguraian data serta informasi

secara
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yang berhubungan dikumpulkan secara deskriptif-kualitatif yaitu analisis

terhadap data dan bahan hukum yang mempunyai bobot dalam hubungannya

23dengan pokok permasalahan.

23 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta,
1986,Hlm.32
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